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ABSTRAK : - Untuk melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan dilakukan 

penyelarasan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan agar tertib 
hukum, tertib administrasi, tertib dokumentasi hukum dan menjamin kepastian 
hukum, perlu menetapkan PERSESJEN tentang Standar Operasional Prosedur 
Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Komisi Nasional Hak 
Asasi Manusia. 
 

  - Dasar Hukum PERSESJEN ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; UU No.26 Tahun 
2000; UU No.40 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; UU No.7 Tahun 2012; UU 
No.30 Tahun 2014; PERPRES No.68 Tahun 2005; PERPRES No.1 Tahun 2007; 
PERSESJEN No.2 Tahun 2018. 
 

  - Dalam PERSESJEN ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan 
Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam 
pengaturannya dan mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan di 
Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 
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